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Abstrak : -

Status -

Derajat kesehatan yang tertinggi merupakan hak asasi setiap orang sesuai amanat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Derajat kesehatan masyarakat Nusa Tenggara
Timur relatif masih rendah, sehingga perlu upaya sistematis dalam bentuk pembangunan kesehatan
yang efektif, efisien, adil, merata, bermutu, menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintah Provinsi di bidang
Kesehatan meliputi Upaya Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, maka Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan
Daerah perlu disesuaikan kembali.

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 36 Tahun 2009, UU
No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dengan menetapkan
batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Kesehatan
Daerah dimaksudkan sebagai kebijakan pembangunan kesehatan di Daerah untuk dijadikan dasar
hukum dalam penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan dunia
usaha dan masyarakat dengan tujuan adalah terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing secara
sosial dan ekonomis. Diatur tentang Upaya kesehatan, Sumber daya manusia kesehatan, Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
Pendanaan, Pembinaan dan pengawasan, Kerjasama dan Ketentuan Peralihan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2018

Semua Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Peraturan Pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
peraturan daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan
Daerah, tidak berlaku.
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